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KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi 

 
KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan 

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

 
UNCAC adalah United Nations Convention Against Corruption 

 
MK adalah Mahkamah Konstitusi 

 
KEMINFO adalah Kementrian Informasi 

 
RUU adalah Rancangan Undang Undang 

 
PERPPU adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 

ICW adalah Indonesia Corruption Watch 

UU adalah Undang-Undang 

 
UUD adalah Undang-Undang Dasar dan seterusnya. 


